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loginya. Sementara itu, konsep negara-bangsa yang sangat erat
berkaitan dengan batas-batas territorial negara dan kedaulatannya
secara pasti mempunyai batas kewilayahan yang jelas. Wacana teori
hubungan internasional yang membahas tentang kedaulatan dan uni-
versalitas seringkali mendapatkan irisan yang mudah dipertemuakan
akan tetapi sangat tidak memungkinkan untuk diterapkan pada ken-
yataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi dari universal-
itas ideologi agama dan konsep negara-bangsa tidak pernah akan
menyatu dalam sebuah tata kelola pemerintahan suatu negara mod-
ern.
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Pendahuluan

teoritis melampaui perbedaan ras dan nasional,
semakin memperparah ketegangan antara ide-
ologi Islam yang berorientasi internasional dan

Apakah Islam, berdasarkan ajarannya yang
melekat, selaras atau menyimpang dari ideologi
transnasional seringkali menjadi perdebatan
akademis. Menurut Myers (2006), perdebatan
ini sangat penting karena ayat-ayat tertentu da-
lam Al-Qur’an mengungkapkan prinsip-prinsip
universalitas dan lingkup ideologinya yang luas,
yang menunjukkan kerangka kerja yang
melampaui batas geografis konvensional. Kon-
sep ruang politik Islam, yang memiliki fondasi
sejarah dan teologis, sering kali berbeda dengan
model kedaulatan nasional yang terpisah di
Westphalia. Model Westphalia mencerminkan
pengalaman sosial-politik yang lebih luas sebe-
lum globalisasi (Salvatore, 2007).

Penekanan Al-Qur’an pada Ummah, atau
komunitas global yang bersatu, yang secara

paradigma negara-bangsa modern ini. Menurut
Naazer (2018), para akademisi Muslim sering
memiliki pandangan kritis terhadap negara-
bangsa karena perspektif ini. Mereka ber-
pendapat bahwa pembagian teritorial seperti ini
merusak persatuan Islam dan menempatkan
umat Islam dihadapan eksploitasi luar. Oleh ka-
rena itu, fondasi ideologis ini menantang organ-
isasi normatif negara-bangsa secara kese-
luruhan, terutama ketika diterjemahkan oleh or-
ganisasi kontemporer tertentu (Kaneva & Stan-
ton, 2020).

Selanjutnya, perspektif supranasionalis Is-
lam, yang berakar pada ayat-ayat Al-Qur’an
yang menekankan satu komunitas global, ber-
beda prinsip kedaulatan teritorial yang
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dilindungi oleh perjanjian internasional seperti
Perdamaian Westphalia dan Pasal 2 Piagam
PBB (Khelghat-Doost, 2023). Ketegangan ini
menunjukkan bahwa mendamaikan universal-
isme Islam dengan sistem negara modern adalah
masalah yang sulit. Selain itu, orientasi politik
Sayyid Qutb, yang membedakan antara kedau-
latan Tuhan dan sistem manusia, menantang
pemahaman sekuler tentang kedaulatan dan ket-
ertiban. Ini membuat Islam sebagai ideologi
transnasional yang mengubah hubungan antara
agama dan kekuasaan (Paipais, 2018). Dengan
munculnya perspektif keagamaan dalam ilmu
politik, perspektif ideologis ini semakin rumit.

Definisi Transnasionalisme

Perbandingan historis antara Islam dan
Katolik Roma sebagai fenomena "trans-perada-
ban" mendukung perspektif definisi transnasion-

alisme ini (Sarbini & Effendi, 2020). Kedua
agama menawarkan teologi universal dan mem-
iliki peran politik yang signifikan dalam
berbagai konteks nasional dan internasional.
Paralel ini menunjukkan bagaimana sistem ke-
percayaan universalis seperti itu dapat berdam-
pak besar pada institusi politik dan standar
masyarakat. Hal ini sering menantang atau men-
gubah paradigma negara-sentris (Haynes, 2022).

Ideologi seperti ini seringkali bertentangan

sistem Westphalia yang berpusat pada kedau-
latan negara-bangsa, dengan mendorong model
pemerintahan alternatif yang melampaui batas
nasional (Garofalo, 2006). Munculnya kembali
agama sebagai kekuatan global yang kuat, khu-
susnya Islam, sering berlawanan dengan para-
digma negara-bangsa yang mapan, menyebab-
kan perdebatan besar tentang bagaimana identi-
tas agama transnasional sesuai dengan struktur
politik kontemporer (Jong, 2023). Sebenarnya,
gerakan-gerakan tersebut memiliki tujuan yang
jelas ketika mereka menentang intervensi negara
dalam bidang seperti pendidikan atau kebijakan
keluarga, atau menantang korupsi pemerintah;
ini menunjukkan hubungan yang berkembang
antara ideologi agama transnasional dan tata kel-
ola nasional (Garofalo, 2006).

Keterlibatan yang selalu berubah ini sering
menggambarkan  bagaimana  universalisme
agama dapat menjadi reaksi politik terhadap
hegemoni global yang dirasakan dan penutupan
penentuan nasib sendiri politik (Tutt, 2023). Re-
sistensi ini adalah hasil dari "glokalisasi", yaitu

penerapan ajaran agama global kedalam konteks
lokal, menghasilkan agen politik-keagamaan
transnasional yang berbeda (della Porta & Keat-
ing, 2008). Selain itu, untuk memahami jangka-
uan global dan dinamika yang berkembang, de-
territorialisasi sistem agama Islam diperlukan,
yang didorong oleh elemen seperti migrasi dan
media (Medina, 2020).

Konsep Ideologi Transnasional

Menurut definisinya, ideologi transnasional
berarti melampaui batas negara dan berusaha
memobilisasi individu dan kelompok di berbagai
lanskap geopolitik dengan tujuan dan keyakinan
yang sama. Hal ini sering kali melibatkan gaga-
san penerapan universal, yang bertujuan untuk
menyatukan orang-orang dari berbagai negara
berdasarkan ideologi yang sama, bukan batas ge-
ografis atau kesetiaan nasional. Menurut Ayatol-
lah Khomeini, "Islam datang untuk kemanusi-
aan" (Khelghat-Doost, 2023), penckanan pada
"Ummah", sebuah komunitas Muslim global
yang melampaui perbedaan etnis dan nasional,
adalah inti dari gagasan ini dalam konteks Islam.
Menurut Mohammed (2024), perspektif teologis
ini sejalan dengan gagasan bahwa Islam menye-
diakan perspektif dunia yang komprehensif,
menyatukan umat manusia di bawah satu sistem
hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnabh,
melampaui perbedaan geografis dan nasional.

Namun, keinginan universalistik ini sering
bertentangan dengan struktur negara modern.
Sayyid Qutb, misalnya, menentang kerangka
negara-bangsa untuk membentuk masyarakat Is-
lam global yang tidak terbatas geografis (Rock-
Singer, 2022). Oleh karena itu, struktur ini men-
imbulkan konflik alami antara tuntutan identitas
agama universal dan kebutuhan teritorial kedau-
latan negara. Ini mencerminkan perselisihan se-
jarah antara negara-negara baru dan Gereja
Katolik di Eropa pada abad pertengahan (Buzan,
2004).

Paralel sejarah ini menunjukkan masalah ab-
adi yang ditimbulkan oleh ideologi yang men-
coba menyatukan orang-orang yang beragam da-
lam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh,
yang seringkali bertentangan dengan sistem
politik yang sudah ada. Interaksi antara postulasi
agama universalistik dan formasi politik modern
semakin diperumit oleh perkembangan historis
istilah "negara" dalam wacana Islam, yang tidak
ditemukan dalam Al-Qur’an dan sumber-sumber
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Islam awal dalam arti modernnya (Feyyaz,
2013). Ketentuan ini menunjukkan perbedaan
fundamental dalam pemikiran politik Islam dan
teori politik Barat, terutama tentang bagaimana
dan dimana kekuasaan politik. Misalnya,
gerakan Salafi berusaha mengarahkan kembali
rasa memiliki umat beriman dari afiliasi lokal
dan teritorial ke ruang Islam yang abstrak dan
tidak teritorial, menantang negara-negara dari
dalam (Pall, 2024). Reorientasi ini memerlukan
pemusnahan identitas dan kesetiaan nasional
yang sudah ada. Ini akan mengutamakan pem-
bentukan komunitas imajiner yang mempriori-
taskan kepatuhan terhadap hukum Islam dan
proyek politik kolektif daripada ikatan etnis atau
teritorial.

Konsep Islam sebagai Ideologi
Transnasional

Menurut Arigita (2020), konsep "Ummah",
yang menunjukkan komunitas Muslim di se-
luruh dunia yang bersatu oleh iman daripada ba-
tas nasional atau teritorial, adalah dasar dari
perdebatan tentang Islam sebagai ideologi yang
melampaui batas nasional. Identitas menjadi
tidak terterritorial, yang menyebabkan dinamika
yang kompleks antara identitas agama dan ked-
aulatan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta
bahwa kesetiaan kepada komunitas Muslim
global sering kali lebih penting daripada kese-
tiaan kepada negara-bangsa tertentu (Galal &
Fibiger, 2020).

Ini semakin rumit karena fundamentalisme
Islam, yang seringkali mendukung "ummah"
global yang menantang sistem negara-bangsa
Westphalia dan menganggap kewarganegaraan
global berdasarkan iman daripada kebangsaan
(Igbal & Zulkifli, 2016). Konsep ini bertolak
belakang dengan pemahaman konvensional ten-
tang kewarganegaraan karena menawarkan
kesetiaan yang didasarkan pada keyakinan
agama yang melintasi batas geografis. Kerangka
kerja seperti ini sering menghasilkan kenyataan
atas kewarganegaraan post-nasional, dimana
orang diatur oleh hukum Islam secara kese-
luruhan daripada aturan negara tertentu (Igbal &
Zulkifli, 2016).

Selain itu, penolakan terhadap batasan terito-
rial dalam konteks Islam menunjukkan keingi-
nan terus-menerus untuk membangun tatanan
moral dan hukum universal yang berfungsi
diluar batas negara (Igbal, 2017). Oleh karena

itu, dari sudut pandang ini, Islam dianggap se-
bagai ideologi yang pada dasarnya bersifat trans-
nasional karena ajarannya dan manifestasi his-
torisnya menunjukkan keinginan yang konsisten
untuk komunitas umat Islam yang bersatu di se-
luruh dunia (Garofalo, 2006).

Sebaliknya,  beberapa  gerakan  Islam
mengejar kewarganegaraan global untuk "Um-
mah" dengan menantang model negara-bangsa.
Namun, beberapa interpretasi mengakui bahwa
negara dapat dibentuk berdasarkan etnis dan ter-
itorial asalkan hukum Islam diterapkan di wila-
yah mereka (Igbal & Zulkifli, 2016; Naazer,
2018). Meskipun demikian, interpretasi yang
berbeda ini mendorong perdebatan tentang
seberapa cocok universalisme Islam dengan
struktur internasional kontemporer, di mana
prinsip kedaulatan negara masih menjadi dasar
(Atzori, 2013).

Metodologi Studi Transnasionalisme
Islam

Karena keanekaragaman sifat Islam transna-
sional, para peneliti sering menggunakan
berbagai metode metodologis untuk meneliti
manifestasi dan konsekuensi Islam secara me-
nyeluruh. Untuk mengurai hubungan kompleks
antara praktik lokal dan cita-cita Islam global,
pendekatan ini sering kali menggabungkan studi
kasus komparatif, penelitian etnografis, dan an-
alisis teks kitab suci agama (Lacroix, 2005). Un-
tuk memahami perkembangan transnasional-
isme Islam, yang melacak perubahannya
melintasi berbagai era dan konteks geopolitik,
sangat penting untuk melakukan analisis his-
toris. Metodologi yang beragam ini sangat pent-
ing untuk memahami bagaimana hukum Islam
terintegrasi dalam sistem hukum nasional yang
berbeda, mengingat pluralisme hukum yang ser-
ing terjadi (Karimullah, 2023).

Misalnya, analisis dapat menyelidiki
bagaimana Syariah, sebagai sistem moral dan
hukum yang lengkap, berinteraksi dengan

kerangka hukum sekuler di negara-negara (Mo-
hammed & Jureidini, 2022). Upaya untuk men-
damaikan klaim universalistik yurisprudensi Is-
lam dengan tuntutan spesifik terhadap sistem
hukum dan kedaulatan nasional merupakan tan-
tangan metodologis (della Porta & Keating,
2008). Ini termasuk melihat bagaimana berbagai
mazhab hukum Islam memahami dan menerap-
kan hukum internasional, menunjukkan berbagai
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perspektif terhadap tata kelola global dalam pan-
dangan hukum Islam (Karimullah, 2023). Selain
itu, para peneliti juga menggunakan humaniora
digital untuk menganalisis wacana Islam diinter-
net. Ini menawarkan pemahaman tentang
bagaimana identitas Islam transnasional diben-
tuk dan diperdebatkan di dunia maya (Isbah &
Wibawanto, 2021).

Selain itu, munculnya aktor non-negara yang
termotivasi agama dan beroperasi lintas batas
membutuhkan pemahaman yang lebih men-
dalam tentang dasar ideologis yang mendorong
tindakan transnasional mereka (Lakitsch, 2021).
Banyak bentuk ekspresi transnasionalisme Is-
lam, mulai dari organisasi bantuan kemanusiaan
hingga kelompok militan, memiliki visi yang
berbeda untuk solidaritas Islam global, yang
membuat pemeriksaan ini semakin rumit (Lune
& Berg, 2017). Pemanfaatan narasi keagamaan,
yang mencakup kitab suci dan ajaran, memberi
kita dasar ideal untuk memahami berbagai ek-
spresi ini (Lakitsch, 2021). Aktor Muslim sering
menyesuaikan pesan mereka untuk audiens in-
ternal dan eksternal, menekankan motivasi
keagamaan secara internal, dan menekankan hak
asasi manusia universal dan anti-diskriminasi
dalam wacana publik, yang membuat fenomena
ini semakin rumit (Porta, 2014).

Islam Sebuah Potensi Ideologi
Transnasional

Gerakan jihadis transnasional yang memper-
juangkan "ummah" global sering menggunakan
interpretasi kalimah ini. Gerakan ini menghub-
ungkan pengikutnya di seluruh dunia melalui
ideologi bersama yang berasal dari ulama Islam
terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad
bin Abdul Wahhab, dan Sayyid Qutb (Krause,
2022). Kelompok yang mendukung negara Is-
lam diseluruh dunia sering menggunakan istilah
"Ummah", terkadang menggunakan frase seperti
"Pan-Islamisme" untuk mendapatkan dukungan
sosial-politik untuk kampanye mereka (Bachtiar,
2018).

Perspektif ini melihat Islam sebagai sesuatu
yang bersifat transnasional; doktrinnya mem-
bantu membangun masyarakat yang melampaui
batas negara, berusaha untuk menciptakan
tatanan Islam global (Murod et al., 2022). Fe-
nomena historis dan terus-menerus dari komuni-
tas Muslim minoritas di berbagai negara-bangsa
mendukung konsepsi Islam sebagai ideologi

transnasional (Koroglu & Brodard, 2024).
Komunitas-komunitas ini sering memiliki hub-
ungan budaya dan agama yang kuat dengan
identitas Islam global yang lebih luas daripada
hanya konteks nasional mereka sendiri. Hal ini
telah menyebabkan perdebatan ilmiah yang
berkelanjutan tentang apakah Islam, khususnya
interpretasi tertentu, merupakan ideologi trans-
nasional karena penekanannya pada masyarakat
global dan klaim universalisiknya (Krause,
2022).

Studi akademis saat ini berfokus pada apakah
ideologi Islam secara intrinsik mendorong
tatanan politik universal atau apakah interpretasi
seperti itu merupakan interpretasi selektif yang
menyimpang dari ajaran inti (Bachtiar, 2018;
Krause, 2022). Selain itu, gagasan bahwa "Um-
mah" adalah komunitas tunggal yang terdiri dari
semua Muslim, melampaui perbedaan ras, etnis,
atau nasional, mendukung argumen untuk pen-
dekatan Islam yang universal. Namun, inter-
pretasi ini tidak diterima secara luas. Banyak
sarjana berpendapat bahwa istilah "Ummah"
lebih sering merujuk pada persaudaraan spiritual
daripada negara global (Bachtiar, 2018; Sumak-
toyo, 2020). Namun, para pemimpin Islam
radikal, termasuk Sayyid Qutb, telah secara luas
memanfaatkan gagasan "Ummah" untuk men-
dukung entitas politik yang bersatu yang
melampaui batas pemerintahan dan struktur
negara konvensional, menekankan keyakinan
sebagai faktor utama yang menentukan identitas
dan kohesi kolektif (Nabavi, 2024). Menurut
perspektif ini, iman Islam secara intrinsik men-
dorong identitas internasional, mengikat umat
beriman dalam komunitas global melampaui
kesetiaan mereka kepada negara bangsa masing-
masing (Hamed, 2021).

Karakteristik Ideologi Transnasional

Dalam kebanyakan kasus, ideologi transna-
sional menunjukkan sejumlah karakteristik pent-
ing. Salah satunya adalah bahwa itu mencakup
secara universal lebih dari batas nasional ter-
tentu, menekankan nilai dan tujuan bersama
yang menyatukan berbagai kelompok orang, dan
seringkali menantang kedaulatan teritorial
negara-bangsa secara langsung atau tidak lang-
sung (Ikenberry & Buzan, 2004; Schulz-Forberg
et al., 2021). Dengan sikap universalis mereka,
mereka dapat berinteraksi dengan orang-orang
di berbagai konteks nasional, menumbuhkan
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rasa identitas dan tujuan bersama yang
melampaui perbedaan geografis.

Selain itu, ideologi-ideologi ini sering me-
manfaatkan teknologi komunikasi dan trans-
portasi kontemporer untuk memudahkan perge-
rakan ide, dana, dan pengikut di seluruh dunia,
memperkuat karakter transnasional mereka
(Murod et al., 2022). Mereka berusaha mem-
bangun kerangka normatif yang melampaui sis-
tem etika dan hukum nasional dan sering men-
dukung penataan ulang masyarakat global ber-
dasarkan prinsip-prinsip dasar mereka (Schulz-
Forberg et al., 2021). Misalnya, gerakan Islam
tidak terbatas pada batas negara atau pemerinta-
han; mereka berusaha untuk memaksakan per-
spektif global mereka pada wilayah yang tidak
terbatas oleh perbatasan teritorial yang ditetap-
kan secara hukum. Mereka seringkali men-
dukung penerapan syariah Islam secara menye-
luruh sebagai cara untuk mencapai tatanan ilahi
(Murod et al., 2022). Mengglobalisasi kerangka
kognitif, menyebarkan gagasan dan visi mereka
ke luar batas negara, dan seringkali dikaitkan
dengan respons terhadap masalah sosial global
yang dirasakan seringkali merupakan bagian
dari tujuan ini (Igbal & Zulkifli, 2016).

Universalitas dan Domain dalam
Teks Islam

Misalnya, Al-Qur’an Surat Al Mukminun 52
ostild 385 Ul Saa50 L) & sl o7 )
menyatakan,

Al Anbiya 92 £55 by © 5sly” &1 &io 38 o)

) , juga

(D 9Ncl  secara eksplisit mendorong
identitas global umat Islam yang bersatu,
melampaui pembagian geografis dan kesukuan.
Menurut Medina (2020), penekanan kitab suci
pada komunitas yang bersatu (Ummah)
menggaris-bawahi landasan teologis
universalisme (agama), yang berlawanan
struktur nasionalistik. ~Selanjutnya, setelah
nasionalisme pan-Arab sekuler memudar,
terutama setelah Perang Enam Hari tahun 1967,
gagasan "Ummah" sebagai komunitas global
yang terdiri dari orang-orang beriman kembali
muncul, menunjukkan pergeseran menuju
identitas yang lebih luas dan universal.
Penekanan kembali pada "Ummah" sebagai
komunitas universal ini semakin di-perkuat
oleh kondisi dunia modern yang
memungkinkan orang bergerak dan berpikir,
menjadikan penanda identitas transnasional ini
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bahwa "Ummah" memiliki sifat yang melampaui
batas geografis dan dapat mencakup seluruh dunia,
bahkan jika terdiri dari banyak negara (Naazer,
2018).

Menurut Al-Dakkak (2019), ayat-ayat Al-
Qur’an sering kali menggambarkan tujuan Islam
yang universal, menekankan bahwa itu berlaku
untuk semua manusia, bukan hanya untuk ke-
lompok etnis atau geografis tertentu. Perintah yang
menuntut umat Islam untuk menyebarkan pesan
Islam ke seluruh dunia, melampaui batas politik
dan  nasional  konvensional, = menunjukkan
perspektif universalistik ini. Perintah-perintah Al-
Qur'an seperti, misalnya, "Wahai manusia!" Kami
membuatmu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan membuatmu menjadi bangsa-
bangsa dan suku-suku untuk membu-atmu
mengenal satu sama lain. "Sesungguhnya yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
yang paling takwa di antara kamu" (Mu-najat,
2023) menunjukkan kerangka inklusif yang
menerima  keragaman  sambil  mendorong
ketakwaan sebagai ukuran utama nilai daripada
afiliasi nasional atau suku.

Ayat-ayat tersebut sering ditafsirkan untuk
menunjukkan bahwa umat Muslim dapat bersatu
secara spiritual melampaui perbedaan geografis. Ini
menunjukkan bahwa keyakinan bersama lebih
penting  daripada  kewarganegaraan

(Césari, 2016; Naazer, 2018). Konsep ini mem-

berikan dasar teologis yang kuat untuk

menganggap Islam sebagai ideologi transna-
sional karena ajarannya secara inheren men-
gadvokasi komunitas global yang dipersatukan
oleh iman daripada perbedaan teritorial atau et-nis.
Menurut Myers (2006), pendekatan univer-salistik
ini sering menyebabkan perdebatan ten-tang
apakah negara Islam secara definisi harus
beroperasi pada skala internasional. Ini terutama
berlaku karena konteks historis kekhalifahan se-
bagai organisasi politik dan agama yang bersatu.
Namun, masalah kontemporer, seperti pem-
bagian dunia Muslim menjadi beberapa negara,
mempersulit penerapan nyata "Ummah" di se-
luruh dunia. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi ber-
pendapat tentang negara Islam global yang
didasarkan pada gagasan "Ummah", yang tidak
terbatas pada batas etnis atau teritorial dan ter-buka
untuk semua orang yang beriman tanpa paksaan
(RAHMAN, 2020). Semangat

misionaris Islam yang terus-menerus, yang ber-
tujuan untuk menyebarkan pesan Al-Qur'an
secara universal, membedakan Islam dari agama
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lain dengan dorongan kuat untuk ekspansi dunia
(Braibanti, 1985). Universalitas yang kuat ini,
yang berakar pada kitab suci Islam dan inter-
pretasi sejarah, telah menyebabkan perdebatan
akademis  yang  berkelanjutan  tentang
pengaruhnya terhadap struktur politik modern
dan penciptaan identitas Islam transnasional
(Feyyaz, 2013; Williams, 2007).

Debat Akademik dan Perspektifnya

Universalitas yang kuat ini, yang berakar kuat
dalam kitab suci Islam dan interpretasi sejarah,
telah menyebabkan perdebatan akademis yang
berkelanjutan tentang pengaruhnya terhadap
struktur politik modern dan pembentukan iden-
titas Islam transnasional. Sarjana seperti Hallaq
telah menggambarkan "Ummah" sebagai entitas
yang melampaui batas nasional dan diatur oleh
prinsip moral dan hukum. Perspektif ini
menekankan perbedaan yang ada antara gagasan
negara-bangsa modern dan gagasan Islam tradi-
sional tentang komunitas yang beriman (Ahmad,
2010). Selain itu, definisi "Ummah" sebagai ke-
lompok yang dibentuk oleh iman bersama da-
ripada ikatan darah atau tanah, membedakannya
dari komunitas lain dan memperkuat potensinya
di luar batas negara (Al-Dakkak, 2019).

Akibatnya, diskusi sering kali berfokus pada
bagaimana prinsip-prinsip universalistik "Um-
mah" ini dapat berinteraksi atau secara substan-
sial menantang kedaulatan dan legitimasi
negara-bangsa yang mapan, terutama di ka-
langan masyarakat Muslim (Naazer, 2018).
Pasca-Khilafah, para teoritikus politik Muslim
berdebat tentang posisi Islam dalam struktur
negara-bangsa, dan modernitas menjadi refer-
ensi utama untuk kehidupan sosial dan keaga-
maan negara (Kaminski & Kaminski, 2025).
Menurut Rahman (2020), perjuangan ini telah
diinterpretasikan dalam berbagai cara, termasuk
mendukung negara Islam di seluruh dunia dan
menginterpretasikan ajaran Islam dalam konteks
nasionalisme.

Namun, ada beberapa akademisi yang ber-
pendapat bahwa kebanggaan dan identitas na-
sional, seperti afiliasi keluarga atau suku, adalah
perasaan manusiawi yang diakomodasi oleh Is-
lam, dan dapat digunakan untuk menyatukan
orang menuju tujuan seperti pembentukan
negara dan emansipasi nasional. Ini menantang
gagasan bahwa universalisme secara inheren
menghilangkan identitas nasional (Naazer,

Wachid Ridwan

2018). Namun, orang lain berpendapat bahwa
universalisme Islam, yang dibentuk oleh konsep
seperti "Ummah", secara alami menantang legit-
imasi model negara-bangsa dan mendukung
komunitas non-teritorial yang lebih luas yang
melampaui batas politik konvensional (Moham-
med & Jureidini, 2022; Naazer, 2018).

Masa Depan Ideologi Transnasional
Didunia Modern

Ideologi transnasional, termasuk agama, akan
semakin memanfaatkan saluran-saluran ini un-
tuk penyebaran dan mobilisasi karena perkem-
bangan platform digital dan konektivitas global
yang berkelanjutan (Krause, 2022). Ini akan
menimbulkan tantangan baru bagi tata kelola
dan kohesi sosial. Karena aktor non-negara
sekarang dapat memiliki pengaruh yang signif-
ikan secara global tanpa batasan geografis, pen-
dekatan tradisional yang berpusat pada negara
terhadap ideologi harus dievaluasi ulang.
Menurut Mohiuddin (2024), praktik ekonomi
yang dikaitkan dengan gerakan ini juga
menekankan hubungan antara ideologi dan
ekonomi politik, yang berdampak pada transfor-
masi masyarakat dan membuka peluang dan
pengaruh baru. Seringkali dipandang negatif, Is-
lam transnasional memerlukan pendekatan te-
oretis yang seimbang terhadap integrasi imigran
yang mempertimbangkan konteks transnasional
dan nasional (Dikici, 2021). Metode ini
mengakui bahwa aspek afiliasi dan identitas in-
ternasional dapat secara signifikan memen-
garuhi hasil integrasi dan menantang kerangka
kebijakan domestik yang murni (Aguilar, 2018).
Untuk membuat respons kebijakan yang me-
mahami konteks dan menyeluruh, sangat pent-
ing untuk memahami bagaimana ideologi trans-
nasional ini meresap dan mengubah komunitas
lokal (Stephens et al., 2024).

Kesimpulan

Analisis diatas menunjukkan betapa rumit
dan beragamnya ideologi Islam diluar batas na-
sional dan bagaimana hal itu berdampak besar
pada stabilitas geopolitik, integrasi sosial, dan
lanskap identitas global yang dinamis. Untuk
membuat  strategi yang  efektif untuk
menghadapi kompleksitas yang timbul dari ide-
ologi-ideologi ini dan manifestasinya di dunia
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yang semakin terhubung, pemahaman kompre-
hensif ini sangat penting (Friedrichs, 2018). Ini
menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih ha-
lus sangat diperlukan, melampaui kategorisasi
yang disederhanakan, dan melibatkan inter-
pretasi yang beragam dan penggunaan politik
ajaran Islam dalam berbagai konteks. Secara
khusus, ini melibatkan pengakuan terhadap
keragaman internal dalam pemikiran Islam ten-
tang transnasionalisme, karena interpretasi teol-
ogis tertentu secara inheren mendukung univer-
salisme melalui konsep seperti doktrin "ummah"
(Sarbini & Effendi, 2020).

Konsep pan-Islamisme tentang populasi Mus-
lim diseluruh dunia melampaui batas negara,
mendorong kerangka ideologis internasional
(Garofalo, 2006). Namun, doktrin ini tidak
secara otomatis menjadi agenda politik yang
konsisten, karena penerapan praktisnya berbeda-
beda di antara kelompok dan wilayah (Krause,
2022). Memang, berbagai pihak, mulai dari
pemimpin politik hingga kelompok ekstremis,
sering menggunakan istilah "ummah" untuk
mendorong dukungan atau mendukung tindakan
yang sesuai dengan rasa solidaritas Muslim yang
lebih luas. Namun, interpretasi dari istilah ini
sangat berbeda (Porta, 2014). Seruan strategis
ini menekankan bahwa ideologi agama sangat
fleksibel dan dapat diubah dan digunakan untuk
berbagai tujuan politik dan sosial (della Porta &
Keating, 2008).
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